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'PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 25 TAHUN 2018

TEN’I‘ ANG

' PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISAS], URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
: UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN

o Mé;nirnbang .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat

o (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
~ . Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, -
- Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan -
- . Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
- Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 37 ayat (2]
Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang
 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Pangan, Pertanian dan Perikanan perlu menetapkan
" Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan
" Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unlt Pelaksana
- Teknis Daerah Rumah Potong Hewan; .

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang"vj’f '

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 -

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

‘Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

“Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran -

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 "vcentang' '

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor
5587), sebagaimana - telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

‘Pemerintahan Daerah (Lembaran ‘Negara Republik ]

‘Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor :
-5679); ’ R :




4. Peraturan Pemerintah Nbfnof 18ﬂ Tahuﬁ 20 16 |

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara |

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a'
Nomor 5887);

S. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 12 Tahun -

- 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan

" Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana

Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indone81a

Nomor 451); ,

6. Peraturan Daerah Kota Bahkpapan Nomor 2 Tahun

2016 - tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan

_ Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);

7. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

(Berita Daerah Kota Bahkpapan Tahun 2016:

Nomor 48); '

MEMUTUSKAN:

. Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG

HEWAN
- BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 }

, Dalam Peraturan Wah Kota ini, yang dlmaksud dengan: |
L
o 2_.{.
3.

Daerah adalah Kota Balikpapan.
Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. -

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dmas_

~adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.

o

' Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota
Balikpapan. . :
- Sekretaris adalah- Sekretarls Dinas Pangan, Pertanian dan Pemkanan Kota_l ‘

Balikpapan.

. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya dlsmgkat UPTD adalah;
~unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau
~ kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
. UPTD Rumah Potong Hewan adalah unsur yang melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/ atau keglatan teknis penunjang tertentu: |

yang berada di bawah Dinas.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rumah Potong Hewan : ' o
Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungs1onal yang

tugasnya didasarkan pada keahhan dan atau keterampllan tertentu .

sesuai kebutuhan Daerah




. BABII

PEMBENTUKAN

e , Pasal 2 . .

' (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Rumah Potong Hewan

(2) UPTD Rumah Potong Hewan sebagalmana dimaksud ayat (1) merupakan
UPI‘D dengan kla81ﬁka31 A .

- BABIII
KEDUDUKAN

Pasal 3

‘UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala .
UPTD yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris dan
secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
‘Kepala Dlnas melalu1 Kepala Bidang Kehewanan dan Peternakan

‘ }‘VBAB v
K SUSUNAN ORGANISASI
' Pasal 4

(1) Susunan Orgamsaa UPTD Rumah Potong Hewan terdm atas
a. Kepala UPTD; . :
~ b. Subbagian Tata Usaha; dan
- ¢. Kelompok Jabatan Fungsional. ‘ ‘
| ’(2) Bagan Struktur UPTD Rumah Potong Hewan tercantum dalam Larnpxran :
yang merupakan baglan tidak tcrplsahkan dari Peraturan Wali Kota 1n1 ‘

. BABV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagxan Kesatu
Umum

Pasal 5

UPTD Rumah Pbtdrig Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
‘kegiatan teknis operasional dan/atau Kkegiatan teknis Dinas d1 bldang o

S kehewanan dan peternakan.

Pasal 6 _
’Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UP’I‘D o
Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fung51
a. penyusunan program dan kegiatan UPTD; - ,
b. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong )
- (antemortem) dan pemeriksaan kesehatan daging dan jerohan (postmortem)
untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia; ‘ K
pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan dagmg, . : ,
pelaksanaan pendeteks1an penyakit hewan yang dxtemukan guna
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal;
- e. pelaksanaan seleksi dan  pengendalian pemotongan hewan besar dan

betina bertanduk yang masih produktlf ‘

f. pelaksanaan kesejahteraan hewan yang akan dlpotong,
g. pelaksanakan pemungutan retribusi rumah potong hewan;




Ko

(2)

o a0

. pengelolaan dan pemanfaatan llmbah padat dan hmbah cair yang ada d1

UPTD; , o
pelaksanaan monitoring, evalua31 dan pelaporan kegiatan UP’I‘D dan ’

. pelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai

dengan tugas dan fungSI serta tanggung jawab kewenanoannya

Bagian Kedua

- Kepala UPTD
} Pasal 7 , . ,
Kepala UPI‘D sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,
v»,bertugas
menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dlmaksud dalam Pasal

5 dan Pasal 6; 3 »
‘mengoordinasikan dan melakukan pengendahan 1nterna1 terhadap umt .
kerja di bawahnya; dan : '

-melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dmas sesuai
'dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya. '

Bagian Ketiga
‘Subbagian Tata Usaha -
‘Pasal 8

Subbaglan 'Tata Usaha scbagairnana dimaksud ‘dalam Pasal 4 aydt ki(l)
huruf b, bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga,

fperlengkapan, kepegawman, dan kehumasan serta pengelolaan barang

milik Daerah. : ,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan UPI‘D

‘b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan

peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; ' :

. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;

pelaksanaan penatausahaan pemungutan retnbu& rumah potong
* hewan; dan ' :

'g. pelaksanaan tugas lamnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan

@

sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

- oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berada d1 .

‘bawah dan bertanggung _]awab kepada Kepala UPTD

S - Bagian Keempat
KeIompok Jabatan Fungsmnal




Pasal 9

. 'Kelompok Jabatan Fungsxonal sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) -

- huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD
sesuai dengan keahhan dan/ atau keterampllan tertentu serta ber31fat

mandiri. , .

: ’ : Pasal 10 o ' o
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 9 ,
terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jenjang jabatan fungsmnal yang‘

. terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya. :
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagalmana dimaksud pada ayat (1) :
- dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok

- . dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. - o
(3) Jumlah - Jabatan Fungsional - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -

- ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. '
(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat‘ :
o (1) dlatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ’

_BABVI
“TATA KERJA

' | Pasal 11
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UFI‘D Kepala .

Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib

~menerapkan prinsip koordinasi, 1ntegra31 sinkronisasi dan simplifikasi -

_ baik dalam hngkungan masing-masing maupun antar satuan unit - -'

' organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Kepala UPTD Wajlb bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
- bawahannya masing-masing serta memberikan blmbtngan dan petunjuk
" bagi pelaksanaan tugas bawahannya. s
(3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung .
jawab pada atasannya masmg-masmg serta mcnyampaikan laporan
- berkala tepat waktu. |
o (4) Kepala Dinas sebaga1 Koordmator UPTD wajlb melaksanakan pengawasan :
S melekat o o , v »

: . , , . Pasal 19 : o S
Apabﬂa Kepala UP’I‘D berhalangan, maka Kepala Subbaglan Tata Usaha
- secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UP’I‘D sesuai. dengan' ,

- Daftar Urut Kepangkatan.

, L Pasal 13 - ,
Atas dasar pertlmbangan daya guna dan hasil guna, masmg—masmg pejabat
- dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan kewenangan .
: tertentu kepada pejabat setingkat dIbawahnya ' :

BAB VII
ESELON

o ‘ Pasal 14
(1) Kepala UPTD merupakan Jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan
pengawas




(2) Kepala Subbaglan Tata Usaha merupakan Jabatan struktura] eselon IVb ‘v

- atau _;abatan pengawas

- Kepala UPTD dan Kepala Subbagxan Tata Usaha d1angkat dan d1berhent1kan' o
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

| 'BABIX
KETENTUAN PERALIHAN

’ Pasa] 16

Pada saat Peraturan Wah Kota ini mulai berlaku:

o al

UPT Rumah Pemotongan Hewan yang melaksanakan sebaglan tugas |

Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun

- 2010 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit
Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan, yang terbentuk dengan S

~ susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini
 diundangkan, tetap melaksanakan. tugasnya, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Dinas sampai dengan dxlanuknya pejabat"v

yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan v
pejabat UPT Rumah Pemotongan Hewan yang menduduki jabatan pada
saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya
- sampai dengan d11ant1knya peJabat yang baru berdasarkan ketentuan_

_ 'dalam Peraturan Wali Kota inmi.. . o f

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
o Pasal 17

S Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor
3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian |
.~ Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan (Berita Daerah Kota

o B‘alikpapan Tahun 2010 Nomor 3) dicabxit dan dinyatakan tidak bcrlaku; |

Pasal 18

' Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

-'Agar setlap orang mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan o
. Wahkota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. -

Ditetapkan di Bahkpapan o

pada tanggal 10 September 2018

'WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI -

2 Ll nm
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